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ABSTRAK

Dengan terjadinya resesi di bidang ekonomi dan Krisis-krisis yang berdimensi
nasional baik social dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak
pada perilaku kehidupan masyarakat, termasuk juga pada kasus perceraian di kalangan PNS
di Kabupaten Boyolali yang mengalami peningkatan pada tahun 1997 dimana mulai
timbulnya krisis di negara kita sampai sekarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan bersifat deskriptif
analitik, dengan pendekatan normative yuridis. Dalam mengumpulkan data melalui sumber
data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi,
wawancara. Adapun metode analisa data yang dipakai adalah untuk menganalisis, yang
dalam pmbahasan ini adalah data kualitatif dengan metode induksi.

Pengadilan Agama Boyolali telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
kewenangan absolute dan relatifnya. Demikian pula pelaksanaan perkara perceraian di
kalangan Pegawai Negeri Sipil dari 86 kasus selama tiga tahun dari tahun 1997-1999
kesemuanya diputus dengan cerai telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, baik persyaratan administrative pemeriksaan sampai pada putusan perkaranya telah
sesuai dengan prosedur dan kewenangan relative maupun absolutnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MMENTERLAGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 TAHIN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dzngzn tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i - alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba’ b be
e ta’ t te
S sa’ § es (dengan titik di atas)
& jim j je
.C' ha’ h ha {(dengan titik di.bawah)
C kha’ kh ka dan ha
> dal d de
5 zal z zet (dengan titik di atas)
J 2’ T er
J zal z zet
o sin s es
u:';, syin sy es dan ye
O sad $ es (dengan titik di bawah)
O_'p dad d de (dengan titik di bawah}
_L ta t te {dengan titik di bawah)
.Jb za Z | zet (dengan titik di bawah)




E: ‘ain f Koma terbalik (digtas)
& gain g ge
) fa f ef
9 qaf qQ ki
_* kaf k ka
d fam . I el
r’ . mim m em
U aun n en
J wau w we
- ha ' h ha
e hamzah ‘ apostrof
: Lg ya b ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dan vokal
tunggal atau monoftong dan.vqkal rangkap atau diftong, .
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda -atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

"Tanda Nama Huruf Latin - Nama
~
- fathah a a
= kasrah i i
= L dammah u u
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf,




Tanda Nama Huruf Latin Nama
'Zg = fathah dan ya ai adani
v fathah dan wau au adan u
j —
contoh
-~ -kataba Qj—u.\ - saufa
y -fa’ala - aifa
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&~ V| tathah danalif a a dan garis di atas
S atau ya '
. kasrah dan ya i 1 dan garis di atas
O ad dammah dan wau u u dan garis di atas

contoh:

JU - qala
L_;J - rama

D. Ta Marbutah

J_,S -qila
()j:“f - yaquiu

Tracsliterasi untuk ta marbufah ada dua :




T,

. Ta marbutah hidup
Tu marhutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

Ta marbutah mati

R

fa marbufah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah /v,

LI

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan katﬁ sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbutzh 1tu ditransliterasikan dengan /.
contoh:
J\_&Lﬂ \ 4o > 9 - Taudatul atfai atau raudah al-atfal
'C:DJ‘}.LL\ '{:{_xl\ - al-Madinatul Munawwarah atau
al-Madinah al-Munawwarah

Syaddah { Tasydid )

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuzh tanda, vyaitu tanda syaddah atau tanda fasydid, dalam
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contch:

"3, - rabban A1 -albin
I :
J}J - nazzala é_gd\ - al-hajj

Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu “, \\“ . Namun dalam tfraosliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata



sandang yang diikuti oleh huruf syemsiah dan kata sandang yang diikuti oleh
huref gamariah.
{. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh hunif gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesudi dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya, Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata

sardang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda

hubung (-).
contoh:
L}";/J‘ - ar-rajuly ((L_n)\ - al-qalamu
S 3 - as-sayyidatu J 2 | - al-jalalu
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku
bagi hamzan yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contch:
¥ A5 -syai'un o ——
N 7
S L - inna U ¥ A\ > - ta’khuziina
H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fii/ (kata kerja), isim maupun harf,

ditulis terpisah. Hanya kata-kaia tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab



sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan-, maka dalam trasliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh: \

J‘_k_-:»- j{s! ‘J’o\ db - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau
‘;)_53 J‘\/'J 1 Wa innalldha lahuwa khairur-raziqin
J__:ﬁ\\ \ \‘)_3 ) \g - Fa aufu z.ll-kaila wa al-mizana atau
Uw.\/ Fa auful- kaila wal-mizana
. Pemakaiap Huruf Xapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf t.ersebut digunakan juga. Penggunaan hurut kapital seperti
yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain,
hurui kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama din dan permulaan
kalimat. Apabila nama dirl itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama did tersebut, bukan huruf awal kata
sandang,

contoh:

L} j“':j}j ):)\_,._:::f \p pg - Wama Mubammadun illa rasul
OX ;y‘j :Ca\'j 9 4 o ﬂ - Nagrun minalfah wa fathun qarib
. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu,
peresmian pedoman translitersi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk
maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur’an tahun 1987/1988
dantahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedormnan Praktis Tajwid al-

Qut'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sendi ajaran Islam yang
merupakan fitrah dalam kehidupan manusia untuk meneruskan keturunannya
atau regenerasi dalam bentuk hidup berkeluarga atau berumah tangga dan
sebagai syari’at yang bernilai ibadah.

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsagon
gholidan yaitu ikatan pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai
suami istri untuk bersama-sama membina kehidupan keluarga yang

menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Sebagaimana firman Allah

SWT. P
bode b éa O arly

Perkawinan sebagai lembaga yang agung dan suci menjadi syari’at Islam
bagi manusia sejak dahulu kala adalah mempunyai hikmah dan tujuan yang
luhur yang didasari oleh fitrah saling membutuhkan antara seorang laki-laki dan
perempuan untuk saling mencintai, saling mengasihi dan tanggung jawab bukan
untuk menjerumuskan manusia kedalam permasalahan dan penderitaan.

Oleh karena itu tujuan perkawinan yang diperintahkan oleh agama Islam

adalah perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas dasar saling

' QS. An Nisa (4) : 21.



mencintai antara suami istri.”Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa®. Dan di dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI-Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang
juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama (PA) menyatakan bahwa
Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah.” Sehingga jelas bahwa diperintahkannya perkawinan
mempunyai tujuan yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan sebuah
perjanjian yang suci.

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, pertama
perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu. Kedua, akibat perkawinan masing-
masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak
dan kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami yang hendak
melakukannya. Ketiga, ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat berubah
dengan persetujuan masing-masing pihak dan tidak melanggar batas-batas yang
ditentukan oleh agama.”

Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah
perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau

persoalan yang sulit diatasi sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya

2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,
(Yogyakarta : Liberty, 1986), him. 104.

%) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1

4 Kompilasi Hukum Islam, Bab 11 Pasal 3

%) Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1974), him. 7.



terjadi keretakan hubungan antara suami istri berbuntut perceraian yaitu
putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad atau perjanjian.

Sebagai ajaran moral [lahiah, Islam sangat tidak menyukai perceraian dan
secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi sadar bahwa
tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan, maka dengan
penuh penyesalan demi alasan yang khusus, Islampun terpaksa menerima
kemungkinan terjadi sebagai pintu terakhir keadilan Tuhan sebagai jalan
penyelesaian meski hal itu sebagai perbuatan yang halal (dibolehkan) tetapi
tidak disukai (dibenci) oleh-Nya. Sabda Rasulullah SAW @

G AR (s ) Ioad e, )

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan
abdi masyarakat dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD
1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan.” Sebagai komunitas tertentu di bawah lembaga institusi
pemerintahan yang mempunyai aturan main dan peraturan perundang-undangan,
juga turut mengatur perikehidupan anggotanya dalam hal ini menyangkut
kehidupan rumah tangga atau keluarga pegawai dalam bentuk Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Perubahannya.

Pada kenyataannya kasus perceraian yang terjadi di kalangan suamu istri

yang sama-sama bekerja (suami istri karir) dalam hal ini PNS di kabupaten

% Abit Dawud, Sunéin Abi Dawud, "Kitdh At-Taldq”, “Bab Karahiyah At-Talag”,
(Beirut : DUr al Fikr, 1), I ; 255, hadis nomor 2078. Hadis dari Ibnu Umar.

" Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Bab II
Pasal 3.



Boyolali menunjukkan angka yang signifikan, baik suami istri sama-sama PNS
atau salah satunya PNS dan salah satunya juga berkarir baik di jalur formal
maupun mnformal.

Perceraian bisa terjadi pada siapa saja, baik tingkat jabatan, pangkat dan
golongan manapun. Pejabat atasan maupun karyawan bawahan dan pasangan
suami istnn yang paham terhadap hukum maupun syari’at agamanya maupun
yang tidak. Pertanyaan selanjutnya apakah alasan-alasan yang digunakan dalam
perceraian di kalangan PNS di Pengadilan Agama Boyolali ? Sebab alasan-
alasan yang diajukan dalam perceraian harus merupakan alasan yang kuat,
mengingat pernikahan atau perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat.

Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pegadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak®. Bagaimanakah kedua belah pihak suami istri melaksanakan hak
dan kewajiban masing-masing dalam menjaga keharmonisan keluarga, yang
kesemuanya akan menjadi bahan-bahan yang diajukan dalam proses
persidangan.

Sejalan dengan lajunya perkembangan zaman persoalan budaya serta
sosialpun mengalami perubahan di tengah-tengah kehidupan manusia. Keadaan
ini tidak bisa dihindarkan sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Hal yang
paling esensi adalah persoalan menyangkut tata hubungan antar sesama manusia
yang sarat dinamika. Termasuk didalamnya PNS sebagai manusia biasa yang
memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan manusia lainnya, hanya

karena statusnya PNS saja yang membedakan dengan warga negara yang lain.

% Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan 2



Oleh karenanya sangat manusiawi ketika mempunyai keinginan pula untuk
melakukan kawin cerai dan poligami, bahkan kadang-kadang menyimpang dari
ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana Firman Allah SWT. ?

Sejauh mana tata aturan itu dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi
berbagai kepentingan tersebut agar seimbang, vyang tentunya harus
mempertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor alamiah PNS itu sendiri
yang bertindak sebagai Subyek dan sekaligus sebagai Obyek aturan tersebut.

Dengan terjadinya resesi di bidang ekonomi dan krisis-krisis yang
berdimensi nasional baik sosial dan politik, baik secara langsung maupun tidak
langsung berdampak pada perilaku kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam
hal ini adalah kasus perceraian di kalangan PNS di kabupaten Boyolali yang
mengalami peningkatan pada tahun 1997 dimana mulai timbulnya krsis di
negara kita sampai sekarang. Namun penulis membatasi pembahasan tentang

alasan-alasan perceraian di kalangan PNS mulai tahun 1997 sampai tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk di
kaji dan diteliti yaitu

1. Alasan-alasan apakah yang yang dijadikan dasar perceraian di kalangan

PNS di PA. Boyolali ?

7 (3S. An-Nisa (4) : 3.



2. Bagaimana penyelesaian masalah perceraian di kalangan PNS di PA
Boyolali ?
3. Apakah landasan hukum alasan-alasan vyang dipakai untuk

menyelesaikan perkara tersebut 7

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menmendiskripsikan tentang alasan-alasan dijadikan dasar
perceraian di kalangan PNS di PA Boyolali ?

2. Untuk mendiskripsikan penyelesaian masalah perceraian di kalangan
PNS di PA. Boyolali.

3. Untuk menjelaskan landasan hukum alasan-alasan yang digunakan
dalam penyelesaian perkara tersebut.

b. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian tersebut :

1. Agar dapat memberi masukan yang konstruktif pada PA Boyolali
maupun Instansi Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap
PNS di lingkungannya.

2. Untuk memberikan masukan yang konstruktif pada PNS khususnya
pasangan yang baru akan menikah.

3. Sebagai sumbangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan khususnya

bagi disiplin ilmu-ilmu hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana
diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil
penelitian dan agar dapat diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang
diharapkan.

Dari penelitian dan penelaahan pustaka yang telah penyusun lakukan
terhadap literatur-literatur yang ada, maka sepengetahuan penyusun tema yang
di angkat oleh skripsi ini yang berkaitan dengan PA. Boyolali, belum pernah ada
yang membahas. Ada yang membahas skripsi tentang PNS tetapi membahas
tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan PNS Wanita untuk menjadi
istri kedua/ketiga/keempat (Studi atas pasal 4 (2) PP Nomor 45 Tahun 1990
terhadap perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan yang melakukan pembahasan
tersebut atas nama Matruzih pada tahun 1997.. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitiannya adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah yang
diteliti dengan melihat apakah sesmatu itu penting, baik, benar atan tidak
berdasarkan norma yang berlaku.

Di PA Boyolali sendiri pernah dilakukan penelitian skripsi mengenai
perceraian dengan judul Dominasi Taklik Talak sebagar alasan perceraian di
Kabupaten Boyolali (Studi atas Kasus Perceraian di PA. Boyolali Tahun 1997-
1998), yang melakukan penelitian terebut adalah saudari Farida Tri Rahmawati
pada tahun 1999 dan pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis, yaitu
menganalisa berdasarkan pada tinjauan norma agama, masyarakat dan negara
serta tinjauan hukum berdasarkan pada peraturan syara’ dan perundang-
undangan di Indonesia.

Sedangkan tema yang di angkat penyusun mengenai alasan-alasan

perceraian PNS pendekatannya secara normatif yuridis dengan menganalisa



sinkronisasi antara alasan-alasan kasus perceraian yang terjadi secara yuridis
dengan tata aturan yang berlaku.

Dalam buku Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, terdapat empat
kategori faktor perceraian yaitu ekonomis, biologis, tingkah laku dan pihak
ketiga.'”? Sedangkan dalam bukunya Mahmud Yunus disebutkan bahwa
perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam
rumah tangga tidak dapat diatasi. Perkawinan itu bisa putus atau hal yang dapat
menyebabkan perceraian antara suami istni adalah kematian, thalak, khuluk dan
fasakh 'V

Sedangkan menurut Hisako Nakamura dalam bukunya menyatakan bahwa
faktor alasan-alasan percerian dapat di kategorikan :

1. Ekonomis, yang menunjukkan bahwa suami tidak mampu untuk menghidupi
1str1 dan keluarganya.

2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami / istri yang mengadakan hubungan seksual
dengan orang lain yang bukan pasangannya yang sah.

3. Di mady, yaitu dalam dua bentuk keadaan :
a. Istri sudah di madu dengan istri lain (seorang / lebih) dan istri merasa tidak

tahan.

b. Suami ingin kawin lagi sedang istri tidak mau di madu.

4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas istrinya atau sebaliknya antara

istri terhadap suami.

1% Baihaqi. A K., “Masalah Perceraian di Aceh : Studi kasus di dua kecamatan”,
dalam Alfian (ed), Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh, (Jakarta: Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1977 ), hlm. 157.

) Mahmud Yenus, Hukum. Perkawinan dalam Isiam, (Jakarta : Hidakarya
Agung, 1991), hlm. 110.



5. Biologis, yaitu keadaan suami atau istri yang tidak mempunyai kemampuan
jasmaniah untuk membina perkawinan yang bahagia.

6. Pihak ke tiga, yaitu campur tangan dari pihak lain dalam urusan rumah
tangga.

7. Politik, yaitu pertentangan keyakinan politik antara suami istri.'?

E. Kerangka Teoritik

Perjanjian atau persetujuan adalah merupakan suatu perbuatan kesepakatan
antara seseorang atau beberapa orang dengan sesecorang atau beberapa orang
lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum jika
perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan
dengan perbuatan hukum. 9

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia
secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.'® Perkawinan dan
perceraian merupakan beniuk perjanjian atan persetujuan yang merupakan
perbuatan kesepakatan dan dilakukan dengan sengaja yang mempunyai akibat
hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan dan

perceraian keduanya merupakan perbuatan hukum.

') Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, alih bahasa H. Zaini Ahmad
Noeh, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1990), him. 72.

' Chairuman Pasaribu dan Suhnawardi K. Lubis, SH., Hukum Perjanjian Dalam
Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), Cet. 1. Him. 1.

“IC.S. T, Kansil,, Pengantar {Imu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta :
Balai Pustaka, 1989), Cet. 8, hlm. 119.
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Putusnya perkawinan karena perceraian dalam pengertian bahasa adalah
berasal dari kata cerai, yang artinya pisah dan talaq. Kata talak artinya sama
dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikannya. 13)

Pada dasarmnya Figh Islam mengenal prinsip mashlahah yaitu memelihara
maksud syara’ membenkan kemanfaatan dan menghindarni hal-hal yang
merugikan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dar pada perkawinan atau suatu
keluarga itu dipertahankan tetapi penuh dengan pertengkaran dan penderitaan
yang akan berakibat buruk. Maksud syara’ akan terpelihara apabila Perceraian
terjadi tetapi akan berakibat baik dan akan membawa kebahagiaan bagi suami

istri setelah perceraian. '@

Dari kaidah diatas, diharapkan bisa mengambil kemashlahatan dengan
menghilangkan kemadhorotan yang ada agar maksud syara’ terpelihara.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) bahwa
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Dan ayat (2}, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Oleh karena itu
bagaimanakah alasan-alasan yang mendasar yang dipakai oleh PNS dalam
mengajukan perkara perceraian di pengadilan sehingga terjadi perceraian di

kalangan PNS dan bagaimana keputusan pengadilan 7

15 Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S., Poerwadarminta, (Jakarta : Balai
Pustaka, 1996), him. 200.

19 Asymuni A. Rahman dkk., Ushul Figh, (Qaidah-gaidah fighiyah), (Difjen BinBaga
Islam DEPAG, 1986), 11 , him. 20.
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Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 bahwa “Perceraian dapat terjadi karena

alasan atau alasan-alasan :

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alas

an atau alasan-alasan sebagimana terdapat dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975

huruf (a ) sampai dengan huruf (f) di atas, di tambah dengan huruf (g) “Suami

melanggar taklik talak™ dan huruf (h) “Peralihan agama atau murtad yang

menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Di dalam Surat

Edaran (SE) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

PNS Romawi Il Nomor 2 menjelaskan alasan-alasan sebagaimana terdapat

dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan pembuktiannya
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ayat 2 : Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam
- permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus
meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri
Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau darn pihak lain yang
dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
avat 3 : Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu
merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara
memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Berbeda dengan golongan masyarakat umum yang tidak terikat dengan
peraturan-peraturan dan prosedur yang harus ditempuh sebagaimana Pegawai
Negen Sipil yang terikat dengan Peraturan perundangan di atas, juga Peraturan
Disiplin yang mengaturnya serta Surat Edaran BAKN sebagai konsekuensi
apabila terjadi perkara perceraian dan perkawinan PNS. Tetapi masyarakat
umum bisa langsung berperkara ke pengadilan tanpa harus ada pihak yang

memberi lisensi untuk berperkara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk
mendapat data riil yaitu tentang alasan-alasan perceraian PNS di PA.
Boyolali.

2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskripsi analitik yaitu bertujuan untuk

menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan
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Demikian juga berlaku bagi PNS PP No. 10 Tahun 1983 Tentang izin
perkawinan dan perceraian bagi PNS serta perubahannya PP Nomor 45 Tahun
1990, meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan perceraian
dengan detil hanya secara global saja mensyaratkan keharusan mengemukakan
alasan-alasan perceraian dan mengatur tentang prosedur atau tata cara perceraian
bagi PNS.

Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
bahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, harus memuat alasan-alasan
dan dasar-dasarnya juga sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Dalam pasal 70 (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa setelah
berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan
telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan

tersebut dikabulkan.

F.Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi int adalah :

1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk
mendapat data riil yaitu tentang alasan-alasan perceraian PNS di PA.
Boyolali.

2. Sifat penelitian
Penelitian im  bersifat deskripsi analitik vaitu bertujuan untuk

menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan
e
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menganalisis putusan PA Boyolali terhadap alasan-alasan perkara
perceraian di kalangan PNS.

. Pendekatan penelitian

Pendekatan Normatif Yuridis terhadap Putusan PA dengan melihat
sesuatu ifu berdasarkan pada sumber hukum Al Qur’an dan Hadis serta
kesesuaiannya terhadap Peraturan Perundang-undangan tentang
perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama.

. Metode pengumpulan data
a. Sumber Data

a) Data Primer, yaitu sumber data pokok penelitian yang berupa
dokumen-dokumen keputusan/penetapan, arsip data-data kasus
perceraian di kalangan PNS yang ada di Pengadilan Agama.
Boyolali.

b) Data Skunder, yaitu berupa data-data yang diperoleh dari buku-
buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan catatan-catatan
penunjang lainnya.

b. Dokumentasi
Yaitu metode yang penyelidikannya ditujukan pada penjelasan apa
yang telah lalu melalui sumber dokumen."” Dalam mencari data
penyusun menggunakan bahan-bahan dokumen yang ada di
Pengadilan Agama Boyolali. Dokumen dimaksud adalah catatan-

catatan, buku-buku , arsip dan lain sebagainya.
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¢. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak

yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

8

penyelidikan.'® Atau suatu cara memperoleh informasi dan

keterangan dengan bertanya jawab langsung secara lisan. Dalam hal
inl penyusun mewawancarai hakim, panitera dan pihak-pihak lain
yang terkait dengan PA. Boyolali.

5. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perceraian
dikalangan PNS di PA. Boyolali selama tiga tahun yaitu tahun 1997
sampai dengan 1999 scbanyak 86 kasus dengan sample 15 perkara
perceraian dan 7 perkara akan dianalisa untuk ;nendapat gambaran
yang jelas yang diambil berdasarkan variasi alasan. Oleh karenanya
penclitian ini menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang
digunakan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas tujuan
tertentu.'”

6. Analisis data
Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisa, sehingga

menghasilkan kestmpulan. Adapun metode analisa data yang dipakai

') Winarno Surakhmad, Ed, Pengantar Penelitian llmiah, (Bandung : Tarsito,
1985), him. 132.

¥ Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian 11, (Y ogyakarta : Andi Offset, 1993),
him. 136.

¥) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :
Bina Aksara, 1989), htm. 113.
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untuk menganalisis dalam pembahasan ini adalah data kualitatif dengan
metode induksi yaitu analisa dari data-data yang bersifat khusus,
kemudian ditarik konklusi yang dapat digeneralisasikan menjadi

kesimpulan yang bersifat umum.

(. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini untuk mempermudah bahasannya, disusun
berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dipaparkan latar belakang masalah , pokok masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian , telaah pustaka, metode penelitian, kerangka
teoritik dan sistematika pembahasan. |

Bab II im akan dijelaskan tentang pengertian, kedudukan, Peraturan
perundangan tentang PNS dan pengertian perceraian, Alasan-alasan perceraian,
dan dasar hukum perceraian di kalangan PNS, Syarat dan Rumusan Alasan-
alasan Perceraian.

Bab III menguraikan tentang PA. Boyolali serta tugas dan wewenang, serta
pelaksanaan perceraian di kalangan PNS untuk lebih menyempitkan pembahasan
serta sebagai bahan berpijak dalam menganalisa keadaan terhadap permasalahan
yang ada.

Bab IV menganalisa permasalahan yang ada disini akan dikaitkan antara
bab dua dan bab tiga untuk memperoleh keterangan yang pasti dan solusi yang
baik mengenai perceraian dan alasan-alasannya dikalangan PNS dan putusan
hakim tahun 1997-1999.

Bab V merupakan Penutup untuk mengakhiri pembahasan skripsi yang
meliputi, Kesimpulan dari permasalahan dan Saran-saran yang dapat digunakan
sebagai masukan bagi peran dan fungsi PA. Boyolali, Penutup serta lampiran-

Jampiran.



BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang Putusan Pengadilan Agama
Boyolali tentang Alasan-alasan Percereraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil
tahun 1997 — 1999, dari tujuh sampel kasus perceraian maka dapat diambil
kesimpulan bahwa alasan-alasan perceraian yang digunakan sudah tepat, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. Alasan-alasan yang dipakai dalam perkara perceraian di kalangan PNS,

sebagaimana pada umumnya perkara perceraian.

a. Pelanggaran taklik talak oleh suami, yaitu pelanggaran terhadap sumpah
atau janji suami kepada isteri setelah akad nikah dan merupakan bentuk
tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

b. Kurang bertanggung jawabnya suami terhadap istert dan keluarganya.
Setelah akad nikah, istert ditelantarkan dan disia-siakan. Bentuk rasa
tanggung jawab suami kepada isterinya, anak, rumah tangganya untuk
tidak menyia-menyiakan serta memenuhi kewajiban dalam rumah
tangganya baik jasmani maupun rohaninya.

¢. Percekcokan antara suami isteri karena kesenjangan interaksi dan
komunikasi sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi

persoalan rumah {angga yang muncul.
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d. Pihak ketiga, atau perselingkuhan baik oleh pihak suami atau istri yang
mempunyai PIL atau WIL.

e. Ketidakmampuan Suami atau Istri melaksanakan kewajibannya .

f. Krisis moral atau akhlak yaitu suka mabuk, penjudi dan melakukan
kekerasan terhadap istri. Namaun alasan yang mendasar adalah
ketidakcocokan antara suami isteri, dan yang dominan disebabkan oleh

pelanggaran taklik talak oleh suami.

2. Pengadilan Agama Boyolali telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

dengan kewenangan absolut dan relatifnya. Demikian pula pelaksanaan
perka.fa perceraian di kalangan Pegawai Negen Sipil dari 86 kasus selama
tiga tahun dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 yang kesemuanya di
putus dengan cerai telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, baik persyaratan administratif pemeriksaan sampai pada putusan
perkaranya telah sesuai dengan prosedurnya (hukum acara) dan sesuai
dengan kewenangan relatif maupun absolutnya.

Landasan hukum dan pertimbangan hokum yang dipakai untuk
menyelesatkan kasus tersebut sudah sesuai dan tepat dalam  proses
pembuktian perkara dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Buku Nikah,
Kartu Tanda Penduduk, Saksi-saksi, Surat Keterangan/izin berperkara,
meskipun terkadang sulit untuk menginterpretasikan kategori alasan
perceraian dalam undang-undang. Peraturan Hukum yang dipakai adalah
PP. Nomor 10 Tahun 1983, PP. Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 dan Pasal 7
mengenai syarat administratifnya dan syarat prosedur acaranya UU. Nomor I

Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a sampai dengan
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huruf f dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Xompilasi
Hukum Islam pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h mengenai materi
hukumnya, serta dalil-dalil syara’ serta pendapat ulama.

B. Saran-saran

Lembaga perkawinan merupakan institusi suci yang mempunyai tujuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Xetuhanan
Yang Maha Esa, perkawinan yang dimaksudkan untuk selama-lamanya atas
dasar saling mencintai antara suami isteri.

Oleh karena itu, karena perkawinan mempunyai hikmah yang mulia maka
itulah disyari’atkannya pernikahan. Sebelum mengambil keputusan untuk
menikah dan bercerai hendaklah difikirkan dengan sangat matang tentang segala
hal kelebihan dan kekurangan pasangan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain
adalah kembali kepada jalan agama, sehingga pernikahan itu adalah karena
dilandasi niat untuk melakukan syri’at dan tanggung jawab keilahian bukan
kepentingan dunia sesaat tetapi sampai kepada kehidupan selanjutnya.

Kecermatan dan ketelitian serta kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim
dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan
seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam mengadili perkara. Agar tidak
ada pihak yang dikalahkan dan dirugikan tetapi justeru diberikan jalan keluar
yang terbaik untuk kehidupannya setelah perceraian itu.

Perlu upaya yang sistematis dalam penegakan hukum dan peraturan
perundang-undangan kKhusushya tentang peraturan hukum bagi Pegawai Negeri
Sipil, Tetapi di lain pihak juga perlu pertimbangan yang arif dan bijaksana

dalam melihat posisi Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa.
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BIOGRAFI ULAMA

As Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ustaz di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.
Beliau terkenal dengan ajarannya yang mengajarkan paham untuk kembali
kepada Al Qur’an dan Hadits. Terkenal sebagai ahli hukum Islam, dan orang

yang berjasa dalam perkembangan hukum Islam. Karya beliau adalah Kitab
Figh yaitu Figh as Sunnah.

Abu Dawud

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman ibn al- ‘Asy’as ibn Ishaq ibn ‘Imran
al-Azdi Abu Dawud as- Sijistani, lahir pada tahun 202 H. Beliau mengembara
untuk mencari ilmu dan menulis hadits. Karya beliau adalah kumpulan hadits
yaitu As Sunan merupakan himpunan lengkap dengan sanadnya. Kitab terscbut
termasuk lima kitab hadits standar. Beliau wafat di Basrah 257 H.

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu al- Husain Muslim ibn al- Hajjaj al
Qusyairi an Naisaburi, lahir di Naisaburi 202 H / 817 M yang dinisbatkan
dengan nama an Naisaburi karena lahir dan wafat di Naisabur. Beliau terkenal
dalam ilmu hadits dengan karya-karyanya tentang hadits dan ilmu hadits kurang
lebih 20 buku, yang terkenal yaitu Al Jami’us Sahih Muslim (Sahih Muslim).
Disusun berdasakan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab
figh yang mencakup & pokok agama, al-Aqaid (akidah), al-Ahkam (hukum), as-
Sair (sejarah), at-Tafsir (tafsir), al-Fitah (fitrah), asyrat as-Sa’ah
(kemasyarakatan) dan al-Managqib (ibadah).

Imam Tirmizi

Beliau lahir di Termez, Tajikistan tahun 209 H dan wafat tahun297 H.
Nama lengkap beliau Abu Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa ibn Dahhak
as-Sulami al-Baqi. Beliau adalah ilmuwan Islam pengumpul hadits Quranic
(standar buku). Belaiu adalah orang yang Siqah (ierpercaya) dan di bidang
hadits beliau adalah murid al-Bukhari.
Karya Sunan Tirmizi yaitu Jami’ al Tirmizi, merupakan kitab hadits yang
menduduki peringkat ke empat dan termasukKutub as Sittah.



TARJAMAH

NO.

Halaman

Terjemahan

“Dan Mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu
perjanjian yang kuat”.

“Sesuatu yang halal tetapt sangat dibenci oleh Allah adalah
perkara talak™.

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,
tiga atau empat”.

10

“K.emadharatan yang besar bisa dihilangkan dengan
kemadharan yang lebih ringan”.

97

“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada
suaminya, maka Hkim diperkenankan menjatuhkan talaknya
suami dengan talak satu™.

105

“Barang siapa menggantungkan talaknya dengan suatu sifat,
maka jatuhlah talaknya dengan sifat tersebut sesuai dengan
bunyi lafalnya”.

106

“Barang siapa menggantungkan talaknya dengan suatu sifat,
maka jatuhlah talaknya dengan sifat tersebut sesuai dengan
bunyi lafalnya™.

108

“Apabila seseorang menggantungkan talaknya dengan suatu
syarat, apabila syarat itu terjadi maka jatuhlah talaknya dan
jika syarat itu tidak terjadi maka talaknya tidak jatuh”.




NO. | Halaman

Terjemahan

109 “Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya

maka Hakim boleh memutus perkara itu berdasarkan
pengakuan tersebut”.

10.

110

“Maka rujukilah mereka (isteri) dengan cara yang ma’ruf (baik)
atau ceraikanlah mercka dengan cara yang ma’ruf (baik) pula”.

11

111

“Bilamana seorang perempuan (isteri) meminta talak (cerai) -
kepada suaminya tanpa sebab (alasan) yang jelas maka
diharamkan baginya wanginya sorga”.

12,

112

“Dan jangantah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta

pertanggungan jawabnya”.

13.

112

“Memutuskan perkara itu dengan sumpah dan saksi”.

14,

113

“Penuhilah dengan janji, sesungguhnya janji itu akan ditagih”.

15.

114

“Tidak boleh ada kemadharatan dan tidak boleh saling
menimbulkan madharat”.
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